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Pendahuluan

* Tanah adalah permukaan bumi yang sangat penting bagi kehidupan
manusia.Tanah bagi masyarakat desa merupakan sebuah aset utama
investasi jangka panjang selain hewan ternak. Umumnya ketika
masyarakat desa mengalami masalah  pada finansial, maka
perfimbangan utama selain menjual hewan fternak adalah menjual
tanahnya.

* Dalam skema transaksi jual beli tfanah, setelah berlakunya PP 24/1997
tentang pendaftaran tanah terkhusus persoalan peralihan hak atas
tanah seperti : Jual beli , menurut ketentuan pasal 37 ayat (1) yang
menjabarkan bahwa transaksi jual beli fanah seyogyanya diurus di depan
pejabat pengurus peralihan hak jual beli tanah yang dalam adalah
PPAT.Yang mana menurut ketentuan pasal 37 ayat (1) tersebut, Jual beli
tanah seyogyanya dilakukan secara resmi diatas tangan yaitu di buat di
depan PPAT dengan bentuk akta autentik berupa Akta Jual Beli Tanah
yang agar nanfi dalam pendaftaran peralihan haknya dapat di
peiiiedsen di badan perfanahan nasional.
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Lanjutan...

Namun pada kenyataannya masih saja ditemui praktik jual beli tanah dengan di bawah
tangan yang salah satu metode praktiknya di buat dan di lakukan oleh pemerintah desa yang
terkhusus pada pejabat Kepala Desa. Seperti fenomena yang telah lumrah dan membudaya
di daerah Jawa Barat di wilayah Kabupaten Tasikmalaya tepatnya di Desa Pasirbatang dan
Desa Rajadatu. Yang mana pengerjaan jual beli tanah di masyarakat desa tersebut tidak
melalui PPAT tetapi hanya melalui pemerintah desa dalom cakupan lewat kepala desa yang
nantinya akan menerbitkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah/ Surat Keterangan Jual Beli
Tanah.

Dari fenomena yang telah terjadi. Alasan-alasan masyarakat masin menggunakan SPJB yang
diterbitkan dari pemerintah desa unntuk peralihan jual beli fanah adalah

1. Prosedur dan memakan waktu lama, proses peralihan hak jual beli tanah di depan Kepala
Desa dianggap sudah cukup kuat,

Biaya cukup murah,
Efisiensi waktunya lebih cepat,

Mudah dalam pengurusanya,

Jual beli tanah yang belum bersetifikat hanya bisa dilakukan di depan Kepala Desa dan
tidak bisa dilakukan™ di hadapan PPAT.
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Syahdan, yang mana telah diketahui bahwasannya selepas tahun 1997
semenjak terbit dan berlakunya PP 24/1997, SKJB/SPJB yang diterbitkan
oleh pemerintah desa tidak diperkenankan sebagai alas hak jual bel
tanah yang difungsikan untuk pembuktian peralihan hak atas tanah. Oleh
karenanya pada penelifian ini, peneliti akan observasi temuan kasus
konkrit praktik penerbitan surat pernyataan jual beli tanah/surat

keterangan jual beli tanah pada kegiatan peralihan hak jual beli fanah di
beberapa desa di Kabupaten Pasuruan.




Metode Penelitian

Jenis penelitian menggunakan metode Yuridis-Empiris.
Dalam penelitian ini menggunakan dua data yaitu

a) Bahan hukum primer
- KUHPerdata/Burgerlijk Wetbook
- UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah

- Peraturan Menteri Negara Agraria 3/1997 tentang Pelasanaan PP 24/1997 tentang
Pendaftaran Tanah

b) Bahan hukum Sekunder
- Google Scholar
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Rumusan Masalah (Pertanyaan Penelitian)

1. Bagaimana implementasi PP nomor 24 tahun 1997 terhadap
berlakunya penerbitan surat keterangan jual beli tanah oleh
pemerintah desa di Kabupaten Pasuruan ¢

2. Bagaimana Etekfivitas surat pernyataan jual beli tanah
Dalam Pendaftaran Peralinan Hak Tanah Di BPN Kabupaten
Pasuruane
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Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya :

* Perlindungan Hukum Pelaksanaan Jual Beli Tanah yang Belum Bersetifikat
melalui Kepala Desa di Kabupaten Tasikmalaya.

* Kekuatan Hukum Perjanjian Jual Beli Tanah yang dilakukan di Hadapan
Depala desa (studi kasus di Desa Kawat Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten
Sanggau).

* Perlindungan hukum dalam perkatek jual beli tanah dibawah tangan yang
dilakukan di hadapan kepala desa (studi kasus di Desa Sedadi Kecamatan
Penawangan Kabupaten Grobogan).




Tujuan Penelitian

Memberikan wawasan kepada masyarakat desa dan pemerintah
desa mengenai SPJB (surat pernyataan jual beli tanah) yang
didasarkan pada pemahaman lebih baik tentang kekuatan hukum
antara akta jual beli yang lebih punya kekuatan hukum yang kuat
ketimbang surat pernyataan jual bell tanah yang dibuat di depan
kepala desa diharapkan dapat melmdun?l hak-hak mereka serta
meminimalisir pencegahan potensi sengketa tanah di masa depan
dan perlunya meningkatkan kesadaran akan legalitas transaksi
tanah agar semua pihdk terjamin keamanannya dalam melakukan
ual beli. Yang mana secara jelas setelah berlakunya PP 24/1997
entangpendattaran tanah menyebutkan bahwasannya SKJB/SPJB
yang diferbitkan oleh pemerintah desa fidak diperkenankan sebbagail
alas hak jual beli tanah yang difungsikan untuk pembuktian peralihan
hak atas tanah dan oleh karenanya masyarakat diharapkan tahu

tentang kepengurusan peralihnan hak atas tanah di BPN diwajilbkan
menggunakan akta sesuai ketentuan yang berlaku.
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Hasil dan Pembahasan

. fdurc;\n dalam PP 24/1997 tentang pendaftaran tanah mengenai peralihan hak jual beli
ana

Regulasi pertanahan yang ada dalam PP No. 24 Tahun 1997 pada dasarnya tidak
secara spesifik mengatur en’ron% penerbitan surat pernyataan jual beli/ surat
keterangan jual bel'tanah oleh Pemerintah Desa.

Tidak ada aturan spesifik yang membahas dan mengatur SPJB/ SKJB sebagai alas hak
eralihan jual belitanh , keberadaan surat pernyataan jual beli /surat keterangan jual beli
anah yang diterbitkan oleh pemerintah desa hadir sebagai bentuk kebiasaan yang
melembaga di Ilngkup Pemerintfahan dalam pen%uruson peralihan hokf[uol bell fanah
bagi masyarakat desa. Oleh karenaya fidak ada ketetntuan yang spesifik yang mengatur

nama dan bagan bentuk dari dokumen peralihan hak jual beli tersebut.

Pasal 37 ayat 1 PP 24/1997 menjelaskan keharusan peralihan hak Atas tanah
menggunakan Akte autentik yang dibuat oleh Pejabat pembuat Akte tanah (PPAT) yang
agar hantinya dapat di daftarkan ke badan pertanahan nasional.

Berdasarkan Pasal 6 ayat 2 PP 24/1 997|Jugo menyebutkan bahwa PPAT membuat akta
autentik dalam perannya membantu Kepala Kantor Pertanahan.

Tanpa akta autentik (AJB) yang diterbitkan PPAT, pendaftaran peralihan akan tertolak
oleh Kepala Kantor Pertanahan, karena akta autentik dari PPAT adalah sebagai salah
satu syarat mutlak peralinan.
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Lanjutan...

6. Berdasarkan regulasi kepengurusan peralihan hak jual beli tanah dari PP 24 Tahun
1997, pada pasal 6 ayat 2 PP 24/1997 dan pasal 37 ayat (1) menyebutkan
bahwasannya

- Peralihnan hak jual beli seharusnya di lakukan secara resmi pada PPAT sebagai
pejabat yang berwenang dan pejabat pembantu kepala pertanahan.

- Peralinan hak jual beli tanah harus menggunakan akta autentik AJB.

- Peralihnan hak jual beli tanpa menggunakan bukfi akta autentik yang
diterbitkan oleh PPAT tidak bisa di daftarkan ke kantor pertanahan ( BPN)
selaku lembaga yang mengelola dan mengembangkan Administrasi
Pertanahan.
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B. Peredaran SPJB/ SKJB di Kabupaten Pasuruan setelah terbit dan berlakunya
PP 24/1997

Diketahui bahwasannya keberlakuan SPJB/SKJB yang diterbitkan setelah
berlakunya PP 24 tahun 1997 tidak bisa menjadi alas hak jual beli tanah
yang kedudukannya setara dengan Akta Autentik Akta Jual Beli maka
penelitian ini difokuskan terhadap berlaku dan beredarnya penerbitan
surat pernyataan jual beli tanah oleh pemerintah desa di Kabupaten
Pasuruan studi kasus observasi beberapa desa di § kecamatan berbeda.
Beberapa desa tersebut antaranya : Desa Martopuro, Desa Kertosari, Desa
Karangrejo Kecamatan Purwosari ,Desa Pucangsari Kecamatan Purwodadi,
Desa Sladi Kecamatan Kejayan , Desa Karangasem Kecamatan Wonoregjo,
Desa Lumbangrejo Kecamatan Prigen, Desa Plintahan Kecamatan
Pandaan.




Lanjutan

Desa-Desa di Wilayah Pasuruan Kedudukan dalam Peralihan Hak Penerbitan Surat Keterangan
Jual Beli Tanah Bagi Warganya Pernyataan/KeteranganJual Beli
Tanah

1. Desa Martopuro Fasilitator Menerbitkan Fasilitator dalam hal ini bergantung
pada kemauan warga desa untuk
transaksi  peralihan hak tanah.
Pemerintah Desa Martopuro bisa
menghubungkan ke PPAT atau
mengeluarkan surat pernyataan jual
beli tanah.

2. Desa Sladi Saksi Menerbitkan Pemerintah Desa Sladi mengeluarkan
surat pernyataan jual beli tanah untuk
warga yang tanahnya Letter C/non-
sertifikat.

3. Desa Pucangsari Saksi Menerbitkan Pemerintah Desa Pucangsari
menerbitkan surat pernyataan jual beli
tanah dengan kedudukannya sebagai
saksi.

4. Desa Karangasem Tidak Ikut Menangani Menerbitkan Pemerintah Desa Karangasem
menerbitkan surat pernyataan jual beli
tanah jika ada desakan warga yang
hendak melakukan jual beli dengan
hanya menggunkan surat pernyataan
jual beli tanah saja tanpa AJB dari
PPAT.

5. Desa Plintahan Saksi Menerbitkan Pemerintah Desa menerbitkan surat
pernyataan jual beli tanah namun
kewenangannya hanya sebagai saksi
dan fungsi dari surat pernyataan jual
beli tanah yang diterbitkan tersebut
hanya sebatas dokumen pendukung

untuk pembuatan AJB oleh PPAT.
17 B )




Lanjutan...

Analisis tfemuan hasil akhir di 8 Desa di Kabupaten Pasuruan terkait praktek peralihan hak
jual beli atas tanah, diketahui bahwasannya ada Pemerintah Desa yang menerbitkan SPJB
dalom kepengurusan peralihan hak jual beli tanah warganya dengan menerbitkan
SPJB/SKJB yang dengan dasar alasan pemerintah desa tersebut hanya berkedudukan
sebagai fasilitator, saksi ataupun atas desakan dari warga desanya sendiri yang
menginginkan pihak pemerintah desa menangani peralihan haknya menerbitkan SPJB
tersebut tanpa dibuat di PPAT dengan terbitan AJB , ada pemerintah desa yang tidak ikut
menangani prosedur peralihan hak jual beli tanah warganya dan melimpahakan semua
kewenangan menangani prosedur peralihan hak jual beli fanah ke PPAT. Ada pemerintah
desa yang berkolaborsi dengan PPAT dalam peralihan hak jual beli faanah oleh warga
desanya dengan partisipasi pemerintah desa sebagai pihak pendukung menerbitkan
dokumen pendukung yang sebleum ditransformasi ke Akta Jual Beli. ada Pemerintah Desa
yang menerbitkan SPJB tetapi hanya sebagai dokumen pedukung unfuk mengurus Akte
Jual Beli fanah di PPAT.
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Lanjutan...

C. Korelasi SPJB/SKJB dengan perjanjian jual beli dibawah tangan

Analisis dari kasus praktek penerbitan surat pernyataan jual beli tanah/ surat keterangan
jual beli tanah yang di terbitkan 4 pemerintah desa tersebut dalam peralihan hak jual
beli tanah bagi warganyaq, lazim prakteknya dikonversi ke perjanjian ikatan jual
beli/lJB(perjanjian di bawah tangan) saja.

D. Efektivitas PP 24/1997 pada Keberlakuan Surat Pernyataan Jual Beli/ Surat Keterangan
Jual Beli Tanah Dalam Pendaftaran Peralihan Hak Tanah Di BPN Kabupaten Pasuruan

Dalam praktek pendaftaran peralihan hak jual beli fanah, eksistensi keberlakuan
SPJB/SKJB selepas berlakunya PP 24/1997 tidak bisa menjadi alas hak peralihan jual bel
tanah yang kedudukannya selaras dengan AJB lagi. jika SPJB/SKJB terbit maka harus
ditransformasikan ke AJB dulu yang dibuat di depan PPAT agar dapat di daftarkan ke
BPN. Nomun pengecualian jika SPJB/SKJB terbitnya sebelum tahun 1997/ terbit dan
berlakunya PP 24/1997 bisa di daftarkan ke BPN dan perlu di garis bawahi SPJB yang
sudah ada sebelum tahun 1997 /berlakunya PP 24/1997 dikategorikan sebagai bukti hak
lama yang dapat di daftarkan sebagai bukti peralihan hak di era sekarang.
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Kesimpulan

* Implementasi PP 24/1997 terhadap berlakunya penerbitan surat keterangan jual beli
tanah/surat pernyataan jual beli tanah oleh pemerintah desa di Kabupaten Pasuruan. Dari 8
desa di Kabupaten Pasuruan ditemukan 4 desa dengan menerbitkan surat pernyataan {:L)JCI!
beli tangah/surat keterangan jual beli tanah yang selanjutnya dikonversi ke perjanjian jual beli
tanah di bawah tangan {PIJB/IJB).

* Namun begitu pada kenyataannya keberlakuan surat keterangan jual beli tanah/surat
pernyataan jual beli tfanah dalom peredaran tidak releva menjadi alas hak peralijhan
ual beli yang dapat didaftarkan di BPN Kabupaten Pasuruan, yang mana di dapafi
pahwa pasca terpit dan berlokun\éo PP 24/1997 prosedural pendaftaran peralihan hak
jual beli tanah di Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Pasuruan wajib menggunakan
akta autentik AJB yang di buat di PPAT dan tidak diperbolehkan méenggunakan surat

ernyataan jual beli Tanah yang diterbitkan oleh pemerintah desa.” Namun BPN

abuapten Pasuruan masih memberikan dispensasi penerimaan pendaftaran peralihan
hok%uol beli atas tanah bagi pihak yon% iNngin mendaftarkan jual beli tanahnya dengan
suraf pernyataan jual beli tanah yang diterbitkan oleh pemerintah desa, namun dengan
catatan bahwa ‘surat keterangan/ pernyataan (}UG beli tanah tersebut diterbitkan
sebelum tahun 1997 sebelum berlakunya PP 24/1997.yang jelas jika SPJB yang akan di
daftarkan penerbitannya sesudah tahun 1997/sesudah berlakunya PP 24 tahun 1997,
maka akan tertolak dan wajib harus memakai akta autentik AJB dari PPAT.
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